
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN T]MUM
KABUPATENBLORA

NOMOR: 62lKpts/KPU-Kabql232n67 n015 TENTANG

PERI,JBAHAN ATAS KEPUTUSAI\ KOIVIISI PEIVflLIIIAN TJMUM KABUPATEN
BLORA NOMOR 42lKpts/KPU-KaHl232$67 n015 TENTAIIG PEDOMAI\I TEKMS
TATA CARA PENCALONAI\ PEMILIIIAN BT]PATI DAI\ WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN2Ol5

Menimbang

KETUAKOMISI

:a

b.

c.

: l.

')

PEMILIHAN UMIJM KABUPATEN BLORA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahu 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Blora tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun I 950);

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Mengingat
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J

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsr

Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahrm 2011 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 201 I Nomor 8, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahrm 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor l0l, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahrm 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 2214, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

4

5

6

7

8
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Memperhatikan

Republik lndonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubatr

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 567 8);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenA(ota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01

Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umtrm Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/I(ota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

22Tah:rl. 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggararln

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Perahran Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikot sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

Putusan Malrkarnah Konstitusi Nomor l7lPW-W2008

tanggal4 Agustus 2008;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-

VM00g,tanggal 24 Maret 2009 ;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22{PUU-Y1U2009

tanggat 17 November 2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIIU2I5,

tanggal 8 Juli 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42tPIJU-ruIIl2l5

I

2.

3

4

5

t

,?

I
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I
tanggal 9 Juli 2015

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46l?UU-){JMl5,
ranggal 9 Juli 2015

7. Keputusan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor : 5l I N Tahun 2014 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai

Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam

Pemilu Tahun;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor : 56 / A/ Tahun 2014 Tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umtrm Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Tahun

2014 Di Setiap Daerah;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor : l6lKpts/KPU-K^b-01232936712015 tentang

Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Blora

Nomor: 40/Kpts/KPU-Itub-01232936712015 tentang

Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau

Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan

Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2015;

1 l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora

Nomor: 4llKpts/KPU-Kab.01232936712015 tentang

Penetapan Jurnlah dan Sebaran Dukmgan Bagi Pasangan

Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2015;

12. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Tanggal 22 Juli 2015

-t
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM
TEN BLORA

MEMUTUSKANI:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR :

42tKptstKPU-Kab-012329367 DAl5 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2OI5;
Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dari Keputusan

ini;

Perubahan Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana tercantum

dalarn Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Untuk memudahkan pemahaman, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor: 42lKpts/KPU-

Kab-01232936712015 menjadi satu kesatuan dengan

Keputusan ini. .

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KETUA KOIVISI PEMILIHAN I]MT]M
KABUPATEN BLORA,

ARIFIN
trd

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal :22 Juli20l5

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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LAMPIRANI:
KEPUTUSAI{ KOI\{ISI PEMILIHAN UMI,JM
KABUPATEN BLORA NOMOR: 62lKpts/IGU-Kab-
0t23293ffiN0i5 TENTAIIG PERT'BAIIAN ATAS
KEPUTUSAI\I KOMISI PEMILIIHN UMI]M
KABIIPATEN BLORA NOMOR 42lKpts/KPU-Krb-
0I2329367N0I5 TENTAI\IG PEDOMAN TEKMS
TATA CARA PENCALONA}{ PEMILIHAN BI]PATI
DAN WAKIL BIJPATI BLORATAHTIN 2015

PERUBAHAN PEDOMAN TEIOIIS TATA CARA

PENCALONAIT PEMILIIIAN BUPATI DAI! WAKIL BUPATI BLORA
TAHI,JN 2015

I. Ketentuan dalam BAB II (Persyaratan Calon dan Pencalonan) huruf A diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

l. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Blor4
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasil4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Talnm 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan l7 Agustus 1945, den

Negara Kesatuan Republik lndonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter;

f. bagi calon yang pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib

mernenuhi syarat sebagai berikut:

l. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan

terpidana; dan

2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Fl. bagi calon yang pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terprdana,

syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara

paling singkat 5 (ima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

A. Beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor: 42lKptVKPU-
Kab-012329367l2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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h. tidak pemah melahrkan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian;

i. menyeralrkan daftar kekayaan pribadi;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

secara badan hukum yang m€njadi tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan penqadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

m. belum pemah menjabat sebagai Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau

Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa

jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubemur atau Calon Wakil

Gubemur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota

atau Calon Wakil Walikota;

n. belum pemah meqiabat sebagai Gubemur, Wakil Gubernur, Bupati dan

Walikota untuk Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,

Calon Walikota atau Calon Wakil \Malikota;

o. berhenti dari jabatarmya bagi Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil

Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain

sejak ditetapkan sebagai calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubemur, penjabat Bupati atau peqiabat

Walikota;

q. dihapus;

r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan

Perwakilan Daerab, atau kepada Pimpinan Dewan Penrakilan Rakyat

Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan

diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakya! Dewan Perwakilan Daerah

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon;

s. mengrmdurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

Negara Republik Indonesi4 dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat

ditarik kembali sejak diGtapkan sebagai calon;

t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usatm Milik
Negara alau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon;

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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\
u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/IilP Acetu KPU/KIP

Kabupaten/tr(ota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/I(ota

sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secrna jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada

angka I huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

3. Dihapus.

4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana

dimaksud pada angka I huruf I dikecualikan bagi:

a calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);

b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. Dihapus.

6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka

I huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki

tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau

menggunakan senjata

7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf m, adalah sebagai

berikut:

a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlalt

pelantikan dalarn jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5

(ima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 % (&n
setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a" adalah jabatan

Gubernur dengan Gubemur, jabatan Wakil Gubemur dengan Wakil

Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dan jabatan

Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

l) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

2) telah2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau

3) 2 (dua) kali dalarn jabatan yang sama di daerah yang sama atau di

daerah yang berbeda.

d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 Yz (&n setengah) tahun

masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf 4 dihitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

yang bersangkutan.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:

a

)

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



a. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupajumlah dukungan
dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU
Kabupaten;
Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka I, didasarkan
pada data agregat kependudukan per kecamatan dari Kementerian yang
enyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada
KPU.

b

9

a. jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui

Pemiliha& dan yang diangkat oleh DPRD hovinsi atau DPRD

Kabupaten/Ifuta;

b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubemur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau

Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau

kabupater/ kota.

9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf n, dengan ketentuan:

a belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubemur,

calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil

Walikota;

b. belum pemah menjabat sebagai Wakil Gubemur untuk calon Bupati, calon

Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota; dan

c. belum pemah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil

Bupali atau Calon Wakil Walikota.

I 0. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka I huruf o, berlaku bagi:

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yeng

mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil

Walikota di kabupaten/kota lain;

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

6sacalsnknn diri sebagai Gubemur atau Wakil Gubernur di provinsi yang

sama;

c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubemur di provinsi lain;

d. Gubemur atau Wakil Gubemur yang mencalonkan diri sebagai Gubemur

atau Wakil Gubemur di provinsi lain.

I l. Dihapus.

12. Dihapus.

13. Dihapus.

II. Ketentuan dalam BAB II (Persyaratan Calon dan Pencalonan) huruf B angka 2 huruf
a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/jateng/blora
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m. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan) huruf B angka 15 s/d 22 diubah sehingga berbunl sebagai berikut:

15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat

belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 13.

16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup:

a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B'I-KWK

Perseorangan;

b. penelitian kesesuaian antara nam4 Nomor Induk Kependudukan dan

alamat pendukung pada formulir Model B.I-KWK Perseorangan dengan

fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Bab III
hurufA angka I l;

c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat

usia pendukung dan/atau status perkawinan.

l7 . Dalam hal formulir Model 8.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas

materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka

16 huruf 4 dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak

menggugurkan dukungan.

17a Dalam hal j ,'ml6[ dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.I-KWK Perseorangan'

tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.

18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.I-KWK

Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud

pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20. Dalam hal pada forrnulir Model B.I-KWK Perseorangan tidak dilengkapi

dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16

huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
+

i''
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20a. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka

20 telah habis masa berlakunyq tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi

dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.

21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah adminisuasi PPS,

sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukrmgan tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon

perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut

sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.

22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada

angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai, tersebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

23. Dalam hal pada forrnulh Model B.I-KWK Peneorangan terdapat Anggota

Tentara Nasional lndonesi4 Kepolisian Negara Republik lndonesia dan

Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungaru dukungan tersebut dicoret

dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri

Sipil.

IV. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon

Perseorangan) htrnrf B angka 28 Vd 37 diubah sehingga ffirmyi sebagai berikut :

28. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal

pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif unhrk

mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan duhmgannya kepada

Pasangan Calon.

29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukunganny4 dukungan yang

bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

29a- Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.I-KWK

Peneorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan

dan materai sebagaimana dimaksud dalam Bab tII huruf B angka 17'

menyatakan kebenaran dukungannya Pasangan Calon perceomngan

membubuhkan tanda tangan pada formulir 8A.3.1-KWK Perseorangan yang

diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.

30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya" pendukung

mengisi formulir Model 8.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari

daftar dukungan.

31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukunganny4 tetapi yang

bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model 8.3-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.
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32. Dalam hal ses€orang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan

Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

JJ.

34.

35.

35a

35b.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat

tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS mernberikan .catatan pada kolom

keterangan.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat

maninta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.

Dalam hal terdapat memberikan dukungan kepada lebih dari I
(satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian

dukungannya terhadap I (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan

tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan

mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon

yang tidak didukung.

Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada

formulir Model B.I-KWK Perseomngan dan menyatakan kebenaran

dukungannya" dinyatakan sah dan diwajibkan mernbubuhkan tanda

tangarl atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.

Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada

formulir Model B.I-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung

serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model 8.3-KWK

Perseorangaq dukungan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari

daftar dukungan.

36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka I
wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/turah setempat untuk

menandatangani formulir Model B.I-KWK Perseorangan dan membubuhkan

cap/stempel desa atau sebutaD lain/kelurahan di atas tanda tangan.

37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan

penelitian faktual.

V. Ketentuan dalam BAB III @enyerahan dan Penelitian Dukungaa Pasansan Calon

Perseorangan) huruf B angka 58 s/d 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

58. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang

mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktud dukungan di

tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi junlah dukungaq dinyatakan tidak lagi

memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

59. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan

Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
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60. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa

penelitian faktual dukungan sarnpai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat

diganti dengan calon baru paling lama 5 Qima) hari sejak calon tersebut

berhalangan tetap atau meninggal dunia.

61. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada

angka 60.

62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lama 2

(dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai

dengan 3 (iga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

64. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

VL Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf A angka 9 s/d 1l

diubatr dan ditambah 7 angka sehinggaberbunyi sebagai berikut :

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik

tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Bab tV huruf A angka I masih

dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima

pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri

tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

angka I terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan

keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran

Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telatr memprmyai

kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari

Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

ll. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

angka 10 belum terdapat putusan yang telatr mempunyai kekuatan hukum tetap

dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melalnrkan kesepakatan

perdamaian untuk membentuk I (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai

peraturan perundang-undangan" KPU Kabupaten menerima pendaftaran

p65angan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan

kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

lla. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk I (satu) kepengurusan

Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka l0 tidak tercapai, sambil

menrnggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum ktup, Partai Politik

dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/IvlunaVKongres dapat memberikan

persetujuan untuk I (satu) Pasangan Calon yang sama.

,a.

w

I
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llb. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten hanya terdapat 1

(satu) kepengurusa4 Pengunrs Partai Politik di tingkat pusat menuangkan

dalam surat pemyataan keberadaan I (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.

llc. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten terdapat 2 (dua)

kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan I (satu)

Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujrran Partai Politik di tingkat

pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 la

lld. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten terdapat 2 (dua)

kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing

pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang

sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai

Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka I la

I I e. Apabila pengurus Partai Polit'rk sebagaimana dimaksud pada angka I I a,

mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan

Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbed4 KPU

Kabupaten menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.

llf. Dalam hal terdapat putusan p€ngadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'

pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik pengusung berpedoman patla putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.

I 1g. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya'

vII. Ketentuan dalam BAB IV @endaftaran Pasangan calon) huruf A angka 16 s/d 20

sehingga berbunyi sebagai berikut:

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab fV hurufA angka 14.

18. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:

a ketentuan Bab II huruf B angka I huruf a dan b;

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tenlang

persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan

c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

d

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



l5

19. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama

masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 14.

20. Pau:tfi Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 16 dan l8 wajib hadir pada saat pendaftaran.

21. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon

atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada

saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan

tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan

oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat

keerangan dari instansi yang berwenang.

vIII. Ketentuan dalam BAB IV @endaftaran Pasangan Calon) huruf B angka I s/d 3

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

L Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud

dalam Bab IV huruf A angka 21 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU

Kabupaten/I(ota terdiri atas:

a surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para

Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya

menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan calon perseorangan

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. surat pemyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon" sebagai

bultipemenrfianpersyaratancalonsebagaimanadimaksuddalamBabll
Huruf A angka I huruf a' huruf b, huruf m, huruf n' huruf o, htruf p, huruf r'

huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB' l - KWK;

d. suat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:

l) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran dni bagi Bakal

CalonyangberstatusBupatidanWakilBupatiyangmencalonkandiridi

daerah lain; dan

2) surat ketsrangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi

Bakal Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan

diri di daerah lain.

e. surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:

1)srrratpemberitahuanpencalonanbagiBakalCalonyangberstatus
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



t6

{

$

2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. dihapus;

g. dihapus;

h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan

pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus

sebagai Anggota KPU, KPU ProvinsiAilP AcelU KPU/KIP Kabupaten/tr(otq

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/I(ota;

i. dihapus;

j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

negeri yang wilayatr hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai

btrkti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II
HurufA angka t hurufg;

k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon

pernah/tidak pernah melalcukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud

dalam Bab II Huruf A angka I huruf h, yang dikeluarkan oleh Kepolisian

Resor yang wilayatr kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakat Calon

yang bersangkutan;

l. surat tanda terima penyeratran laporan harta kekayaan penyelenggara negara

dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan

penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka I huruf i;

m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara

perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti

pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A

angka I hurufj;

n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan

ruaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka I huruf k;

o. fotokopi karhr Nomor Pokok Wajib Pajak (I.IPWP) atas nama Bakal Calon,

tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (ima)

J.?

t
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tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti

tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka I

huruf l;

p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi

Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabtrngan Partai Politik,

dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan

menggunakan fonnulir Model BB.2-KWK;

q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

r. fotokopi IjazalrlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi

oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka t huruf c;

s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan

Calon;

t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupatenlkota, dznlatan

kecamatan;

u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab tV huruf

A angka 2l huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik;

v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf

A angka 21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;

w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak

4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto

Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 75.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2

(dua) lembar beserta softcopy.

x. bagi calon yang pernatr dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam

Bab II Huruf A angka I huruf f wajib menyerahkan:

1) surat pemyataan sebagai mantan narapidana yang secrua terbuka dan

jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti

dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan

2) surat keterangan yang menyatakan batrwa Calon yang bersangkutan

bukan sebagai pelaku kejalratan yang berulang dari Kepolisian Resor.

xl. bagi calon yang pernatr dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana

sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka I huruf fl, wajib

._*- I
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menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala

Iembaga pemasyarakatan;

y. bagi calon yang pematr dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis)

danlatau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf A angka

I huruf a dan huruf b wajib menyeratrkan surat keterangan dipidana karena

kealpaan ringan (culpa levis) danlatau alasan politik berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan

negeri yang me4iatuhkan putusan.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada

angka I huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para

Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basatr Partai Politik

sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada

angka I huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon

perseorangan.

D(. Setelah angka 3 dalam Ketentuan dalam BAB fV @endaftaran Pasangan Calon)

huruf B disisipkan 7 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

3a. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat

pusat sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 19 menyeratrkan

keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat

kabupaten.

3b. Dalam hal kepengrrusan Partai Politik di tingkat kabupaten terdapat 2 (dua)

kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat

menyerahkan kepufusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing

pengurus di tingkat kabupaten tersebut.

3c. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat

kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 3a dan 3b menyerahkan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan ps5angso Calon kepada KPU

Kabupaten.

3d. Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua)

kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada

angka 3c bergabtrng dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut

menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada

KPU Kabupaten.

3e. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan

pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten kepada

KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 3a dan 3d terdiri atas dokumen

sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf B huruf a dan Bab IV huruf B angka

4 huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:

r
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a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang

mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon

menggunakan formulir Model B.I-KWK Parpol;

b. surat pernyataan lsberadaen I (satu) kepengurusan di tingkat p,rovinsi atau

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 20.

3f. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib

disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten atau

Gabungan Partai Politik kepada I(PU Kabupaten/I(ota sebagaimana dimaksud

pada angka 3b dan angka 3d terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Bab tV huruf B angka I huruf4 dilengkapi dengan:

a 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masirg ditandatangani

oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2

(dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung

menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;

b. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang

mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang pe$etujuan Pasangan Calon

menggunakan formulir Model B.I-KWK Parpol;

c. 2 (dua) dokumen surat pemyataan kesepakatan yang masing-masing

ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang

mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang

bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir

Model B.2-KWK Parpol;

d. 2 (dua) dokumen surat p€myataan kesepakatan yang masing-masing

ditandatangani oleh pimpinan masing-masiag pengurus Partai Politik yang

mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang

bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan

menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;

e. 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandat ngani oleh

pimpinan masing-masing pengwus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua)

kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang

menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Pa{ang (RPJP) Daeralq ditandatangani

oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan

formulir Model 8.4-KWK Parpol;

f. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan

sesuai kesepakatan;

g. 1 (satu) berkas dokumen administrasi psrsyaratan Bakal Calon

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV hurufB angka 1.

39. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab fV huruf B m$a 6 sampai angka

9 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonanI
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dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Panai Politik tingkat

pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.

X. Ketentuan tlalam BAB V (Penelitian Dokumen Paersyaratan Pencalonan) huruf A

setelah angka 15 disisipkan 2 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

lSa. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Bab V huruf A angka 6 dan angkaT, surat keterangan catatan

kepolisian terdapat catatan masalah hukum, I(PU Kabupaten melalorkan

klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk mernastikan

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

l5b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana

dimaksud pada angka l5a KPU Kabupaten melalorkan klarifikasi ke Lembaga

Pemasyarakatan unhrk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:

a. pernah diPidena Penjara; atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (ima) tahun

sebelum j adwal Pendaftaran.

XI. Ketentuan dalam BAB VI @enetapan dan Pengumuman Calon) angka 4 yd 6

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Bagi Calon yang berstatus 5elagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara

Nasional Indonesi4 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri

Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan

DaerahatauDewanPerwakilanRakyatDaeratr,AnggotaTentaraNasional
lndonesia, Kepolisian Negara Republik lndonesia, dan Pegawai Negeri sipil

kepada KPU ProvinsiflcP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon'

5.BagiCalonyangbe$tatussebagaipejabatataupegawaipadaBadanUsahaMilik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabar

yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan usaha Milik Negara atau

BadanUsahaMilikDaerahkepadaKPUKabupatenpalinglambat60(enam
puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4

dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

XII. Ketentuan dalam BAB D( (Penundaan) setelah angka I vd 4 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

l. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan calon hanya terdapat

I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU

ra
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Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3

(tiga) hari.

2. Dihapus.

3. Dihapus.

4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya

terdapat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar

sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan keputusan

penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan

serentak berikutnya.

XII. Setelah angka 5 dalam BAB D( (Penundaan) disisipkan 3 ketentuan sehingga

berbunyi sebagai berikut :

5a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan

persyaratan calon tidak ada atau hanya I (satu) Pasangan Calon yang memenuhi

persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon

paling lama 3 (tiga) haxi.

5b. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi

persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada angka 5a.

5c. Dalarn hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran

hanya terdapat I (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang

mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 5a, KPU Kabupaten menetapkan

keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada

Pemilihan serentak berikutnya.

XfV. Ketentuan dalam BAB D( @enundaan) angka 6 s/d 9 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Bab VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan.

7. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan

KPU Kabupaten.

8. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran pssangan Calon paling lama 3

(tiga) hari.

9. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan

tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari

yang samq KPU Kabupaten menetapkan penundaan seluruh tahapan

dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutrya.

if'

-'/-1 i
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XV. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) angka l0 Vd 13 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang

mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari

pemungutan srnra yang telatr ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan

seluruh tatrapan Pemilihan.

ll. Dihapus.

12. Dihapus.

13. KPU Kabupaten menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana

dimaksud pada angka l0 dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak

berikutnya.

XVL Setelah angka 2 dalam Ketentuan dalam BAB XII (Lain-lain) disisipkan 2 ketentuan

sehingga berbunyi sebagai berikut :

2a Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosiaVadat, dan/atau

gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon

2b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2b dibuktikan

dengan fotokopi iiazahyang telatr dilegalisir.

XVIL Setela]r angka 8 dalam Ketentuan dalam BAB XII (LainJain) disisipkan 3 ketentuan

sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Mengubatr sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan"

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perattran ini yang merupakan bagian

tidak terpisalrkan dari Peraturan ini.

10. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daeratt

yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam angka 7,

dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

ll. Pengadaan forrmrlir sebagaimana dimakzud pada angka 9 dan angka 10,

dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

B. Pedoman Teknis ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan.

KETUA KOIVflSI PEMILIHAN T]MI]M

KABUPATEN BLORA,

*

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA
Hukum,

IN

ARIFIN
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I
2

J
4

Model BB.1.KWK
Model BB.2-KWK

Model BB.3 -KWK
Model BA.2- KWK
Perseorangan

ModelBA.3.l-KWK
Perseorangan

Model BA.3.2-KWK
Perseorangan

Model BA.4-KWK
Perseorangan

Model BA.5-KWK
Perseorangan

9. Lampiran Model BA.IIPKWK

10. Lampiran Model BA.HP
Perbaikan-KWK

ll. Lampiran Model TT.I-KWK

12. LampiranModelTT.2-KWK

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT I PEMILIHAN IMI]M
BLORA

Hukum

LAMPIRANTI:
KEPUTUS$I KOMSI PEMILIHAN I,]MUM KABUPATEN
BLORA NOMOR: 62lKpts/KPU-lGb-012329367nU5
TENTAIYG PERUBAIIAN ATAS KEPUTUSA]rI KOMISI
PEIVtrLIHAN UMUM KABT'PATEN BLORA NOMOR
42lKpts/KPU-Kab412329367D015 TENTAIIG PEIX)MAN
TEKMS TATA CARA PENCALONAhI PEMILIHAN BUPATI
DAI\[ WAKIL BUPATI BLORATAHTJN 2015

JENIS FORMULIR PENCALONAN

PENIILIHA}{ BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2OI5

Surat Pemyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora.
Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati
Blora.
Surat Pemyataan Pengunduran Diri.
Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora.
Berita Acara Hasil Penelitian AdminisEasi Terhadap
Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora oleh
Panitia Pemungutan Suara.
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia
Pemungutan Suara.
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalarr Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora di tingkat
kecamatan.
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora di
tingkat kabupaten;.
Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan
Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan
Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blora
Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan
Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan

Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora.
Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Bupati Dan Wakil Bupati Blora
Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Blora.

5

6

7

8

KETUA KOIUISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBLORA,

.,J

\

IN

ARIFIN
fid
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Yang bertanda tangan di bawah ini :

a- Nama
b. NIK
c. Jenis kelamin
d. Peke{aan
e. Tempat dan tanggal

l,ahir/umur

f. Alamat tempat tinggd

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 7945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil
Bupati*) Blora;

4. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupatiselama 2 (dua)
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

5. Belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;

b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; dan

c. Bupati untuk Calon Wakil Bupati;

6. fidak berstatus sebagai penjabat Bupati;

B. KHUSUS"*)

Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dan

secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik
sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang
dimuat pada surat kabar lokal/ nasional serta Surat Keterangan
dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau

tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada
publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani
pidana penjara paling singkat 5 (Iima) tahun sebelum dimulainya
jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah
selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga

pemasyarakatan.

I

SI'RAT PtsR.ltYATAAIt
CAI,(.I[ BI'PATI/WAXIL BT'PATI *I
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4. Mengundurkan diri sebaeai

a. Pegawai Negeri Sipil

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia,

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan
pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasErngan
calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan
Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat
60 (enam puluh) hari setelah penetapErn calon/pasangan calon peserta
pemilihan.

a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri
Bupati/Wakil Bupati *) dengan menyampaikan
pemberitahuanpencalonan kepada Bupati melalui
yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

sebagai
surat

Camat

b. Peranglat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai
Bupati/Wakil Bupati*) dengan menyampaikan surat
pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan

dengan tanda terima pemberitahuan.

-J

2. berhenti dari jabatan sebagai Bupa.ti, Wakil Bupati yang mencalonkan
diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat
pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari
jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari
jabatan telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan
menyampaikan surat keputusanpemberhentianyangditandatangani
oleh pejabat yang berwenang paling lambat I (satu) hari sebelum
penetapan calon peserta Pemilihan.

3. Memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota
DPR/DPD/DPRD) bahwa saya mencalonkan diri ss[agaiRupati/Wakil
Bupati *) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada
Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD.) serta akan menyampaikan surat Keputusan
Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling tambat
6O (enam pufuh) hari setelah penetapan calon / pasangan calon peserta
pemilihan.

5. Berhenti sebagai KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota
sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang.

6. Memberitahukan pencalonan saya selaku:

t l
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya ,ntuk
digunakan sggagaimana mestinya.

Yang membuat pernJrataan,
Calon Bupatl

/Wahil Bupatl *|
MATERAI

Keteraagan:*) pilih salah satu.
**) beri tanda I r/ ] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

,.'

':

,T

,
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DAT"TAR RIUIAYAT TIIDUP
cALOIt BI,PATr/WAKL BUPATT*!

TODEL B,B..2.
KWr

Nama kng[ap
Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Usia

Alarnat Tempat Tinggal

Email

Jenis Kelamin I"aki-laki/ Perempuan *)

Status Perkawinan Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin 1
Agama

NPWP

Hobi

Moto Hidup

I

)

A. Data ltlbaclr

B. Riwayat Pendidikan **)

Jeqiang hrstitusi Tahun

Institusi Tahun

Il

Jeqiang Institusi Tahun (masuk - lulus)

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Pendidikan Formal

Pendidikan Informal

Jabatan

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



,

a

|}:

D. Pengalaman Organisasi **)

E. Rrblikasi "*)

F. Penghargaan *)

G. Data Keluarga

H. l"ain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

_t

Yang Membuat pernyataan, Calon

Bupati/Wakil Bupati ")

Materai

(

q

Istri/Suarni
Jumlah Anak
Anak l.

2.

3. dst...

Jabatan Institusi Tahun

Judul Tahun Terbit

Nama Penglargaan Institusi Tahun

Hubungan Keluarga Nama Pekerjaarr

.)
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Mengetahui**"),

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain ")/ Gabungan

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) Kabupaten Blora

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Pa.rtai

Ketur Uau[ atau
Scbutan laln*f

ScLrctadE .Iendenl atau
Sebutea lala*l

SotsetarL Jeadcral ateu
Scbutaa lala*|

Setretarb Jendcral atau
Scbutea lala*l

cap

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

cep

Yang Mengqiukan Pasangan Calon

Partai

Ketua Umum ateu
Sebutaa lala*l

Ketue Unuro atau
$slafgr loh*l cep

KcterenEar :
*) coret yang tidak perlu
**) dimulai dari tahun yang lebih awal
"**) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

...)

(...........................................)

.....)

..) (...

.)(.

...) (.
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toDEL BB.3 -r9X

SURAT PERITYATAAJT PEITGUNDURIJI DIRI *I

a. Nama

b. NIK

c. NIP/NRPAnggotaTNI/

POLRI/NA DPR/DPD/

DPRD*)

d. Golongan/Pangkat

e. Jenis kelamin

f. Tempat dan tanggal

lahir/umur
g. Alamat tempat tinggaf

tahun

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil

Bupati sampai saat ini masih berstatus sebagai:

a- Anggota DPR/ DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota **)

b. Pegawai Negeri Sipil.

c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,

d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri
dan tidak akan menarik kembali pengu.nduran diri saya serta menyerahkan
Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang paling lambat 6O (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai
pasangan calon peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati.*t)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

KeteranQen:
J Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TM/POLRI, Pejabat atau

Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.
**) pilih salah satu.

-l

I

Yang bertanda tangan di bawah ini :
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UODEL BA.2.IIWK
PERSEORAITGAIT

t

BERITA ACARA
HASIL PTtrTLITHIT DUGAAIT IIIGAITDAAIT DI'XUilGAT

PASAITGAN CALOIT PERSEORAITGAIT DAI,AU PTMLIHAIT
BI'PATI DAIT WAISL BI'PATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di..... ...., KPU Kabupaten Blora telah
melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU I(abupaten telah
melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati , yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari I (satu) Pasangan
Calon; atau

2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (sattr)

Pasangan Calon perseorang€rn ;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut :

l. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati sebanyak orang;

2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (satu) pasangan calon sebanyak

orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi
selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang
bersangkutan oleh PPS.

3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon
perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanya dihitung I (satu) dukungan;
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4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat

setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang

hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. I - No. 3) sebanyak

orang;

Demikian Berita Acara dibuat 4 (ernpat) rangkap, masing- masing

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Blora.

Berita Acara disusun masing-masing:

l. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;

3. 1 (sattr) rangkap disampaikan kepada PPS ;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupatea Blora

Keteranean:
*) pilih salah satu

.a

i

I

NO NAMA JABATAN TANDA TAITGAN

1 Ketua

2 Anggota

3 Anggota

4 Anggota

5 Anggota

I

* lrj
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goI{ToH UoDEL Br-3.1-
I(WI( PERSEORANGAIT

HASIL PEIYELITIAN AI'uIIII TRASI TERHAI'AP IX)KT'UEIf I'I'XI'NGAIT
PASA,ITGAIT CALON PERSEORA.ITGAIT DALA,U PEMLIHAIT BI'PATI DA,I{

WAXIL BI'PATI OLEH PAITITIA PEUIIIf GUTAIT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di...................., Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama:

1. Calon Bupati:

2. CaJor Wakil Bupati:

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.I-KWK
Perseorangan;

b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada
Formulir Model B.I-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas
kependudukan;

c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;

d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur Bupati dan Wakil
Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

BERITAACARA

-t
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TABEL I

IIASIL PEITELITIAN ADTIIIYISTRASI DUKT'ITGAIT

Kcterengea:
BMS : Belum Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
ITESIMPT'LAil IIASIL PTTELITIAIT ADUIITISTRASI OLEII PPS

Demikian Berita Acara dibuat s 0ima) r€rngkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota pps.

{

f
Ifo Ureian

Junteh
BUS TUS

1 Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak
terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai

2 Jumlah pendukung yang dicoret karena narna, alamat dan NIK yang
bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model
B. 1 -I(WK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan

3 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat Jrang tertera pada identitas
kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan

4 Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas
kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model
B. 1-KWK Perseorangan)

5 Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas
kependudukanyang bersangkutan tidak sesuai dgn8an wilayah administrasi PPS

6 Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena
tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan

Jumlah

Ito Uraien Junleh (orang)

1 Jumtrah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan
kegandaan sebagaimana tercantum dalam Irnplrea Formullr
todel BlL2-KfX Fencoralgrn .-gL. 4 uatut naslngimerlag
desa

2 Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
yang dinyatakan tldak flrclrnrainulrl atare, flYS,l

3 Jumlah pendukr,rng yang dinyatakan bchnn nencrrrthl syard
fEtS, dan tetap dilakukan penelitian faktual serra rqflb drhrutea
portattaa pada nasa pcrterlan

4 Jumlah pendukung pasang€rn calon
Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan rmansruIrd ffi
berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh ppS (No.f dikurangi
No.2)

I

F
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3

* Berita Acara disampaikan masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

4. 1 (sattr) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Keterangnn:
*) pilih salah satu

I

}

NO NAMA JABATAN TANDA TAITGAN

1 Ketua

2 Anggota

3. Anggota
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C]OISTOH UODEL 8A.3.2.
KWIT PERSEIORAITGAII

BERITA ACARA

IIASIL PEIYELITIAIT FAKTUAL TERHADAP DI'I(TIITGAIT PASAITGAT CALOIY

PERSEORAITGAIT DALAT PEUILIHAI| BI'PATI DAIT WAITTL BT'PATI OLEH
PAI|ITIA PEUIIITGUTAIT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tatrun dua
ribu ... bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)

telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif unhrk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon
Perseorangan;

b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan

calon unttrk menghadirkan selumh pendukung di wilayah desa/kelurahan
pada waktu dan tempat yang telah ditenhrkan untuk mencocokkan dan
meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui
di alamat yang bersanglutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakuka-n PPS adalah sebagai

berikut:

TABEL I
HASIL PEIITLITIAIT FATTUAL

ilo URAIAIY JI'UL/TH

1 Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan
hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum
dalam Form BA.3. l -I(WK Perseorangan

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung

.t
a

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



f (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya

3

I

Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangian/capjempol pada Formulir Model B.3-
I(WK Perseorangan

+ Jumlah pendulmng Pasangan Calon Perseorangan yang :

a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model
B.3-KWK Perseorangan

b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir
Model B. I I(WK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan / apjempol pada Formulir Model 8.3-KWK Perseorangan

c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan

sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KP(J, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas l(abupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL,

Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas

Pemilihan

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan angka 2, darr menyatal€n mendukung

6 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon
selagaimena tercantum datam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan CaIon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu)
pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanya dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan
pada saat penelitian fakhral, dan menyatakan mendukung

8 Jumlah pendukung hsangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calon perseor€rngan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan
pada saat penelitian fakhral, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan

9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang
memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang
bersangkutan hanya dihitung I (satu) dukungan yang ditemukan
pada saat penelitian faktttd, dan menyatakan tidak mendukung
serta tidak bersedia mengisi Formulir Model 8.3-KWK perseorangan

10 pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapatJumlah
Ditemui

1l Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9

t"

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian fafdual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8,
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terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam
Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian fatfiral lanjutan, yaitu
berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui
tersebut di wilayah desa/kelurahan pada wakttr dan tempat yang telah
ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL N

I{ASIL PENELITIAN FAKTUAL LI\NJI'TAN PERTAMA

ro URAIAX JI'UL/UI

1 Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil
penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1

(satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya

3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatalran dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model 8.3-I(WK
Perseorangan

4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :

a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-
I(WK Perseorangan

b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pa.da Formulir Model
B. 1 I(WK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-K\[IK Perseorangan

c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai
PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP
Ikbupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan
Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-I(WK Perseorangan angka 2, dan
menyatakan mendukung

6 Jumlah pendulmng Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebaga.imana
tercantum dalam Formulir Model BA.2-I(WK Perseorangan angka 2, dan
menyatakan tidak mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan tebih dari 1 (satu) kali kepada I (sattr) pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual,
dan menyatakan mendukung

8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (sattr) pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual,
dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model
B.3-KWK Perseorangan

"f

\r,

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon

perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya

dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian fakhral,

dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir

Model B.3-I$IIK Perseorangan

lo Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada

wa-lrtu dan tempatyang telah ditentukan

11 Jumlah dukungian yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil

penelitian falfirallanjutan (No.l + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil

penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II

angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam

Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu

memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk
datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III

IIASIL PEITELITITfi FAI(TUAL LIIITJT'TAIT NTDUA

I

URAIAII TTITUI"AII

Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil
penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II angka 8

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung I
(satu) pasangan calon dan men5ratalmn dukungannya.

3 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseonangan yang tidak
menyatakan dukungiannya tetapi tidak bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/capjempol pada Formulir Model 8.3-I(WK

Perseorangan

4 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang :

a tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-

I(WK Perseorangan

b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model

8.1 I(WK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta

bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Formulir Modet B.3-KIIIK Perseorangan

c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai

PNS, Anggota TNI/Polri, KPIJ, KPU Provinsi/KlP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas

Kabupaten/Kota, Panwas Kecanaatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan

Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari f (satu) pasangan salen se[qgaiTrrena

tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, darr
menyatal€n mendukung

6 Jumlah pendulnrng Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari I (sattr) pasangan calon sebagaimana

ilo

I
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tercantum dalan Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, darr

menyatakan tidak mendukung

7 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada I (satu) pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual,
dan menyatakan mendukung

8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari I (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersanEkutan hanya
dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian fakual,
dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model
B.3-KWK Perseorangan

9 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon
perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya
dihitung f (satu) dukungan Srang ditemukan pada saat penelitian fakhral,
dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir
Model B. 3 - KWK Perseorangan

10 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas wakhr
yang telah ditentukan

1l Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil
penelitian faktual (No.l + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)

t

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

l. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon ;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota,melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (sattr) rangkap untuk arsip PPS.

PPS.......

Keterangen :

1 pitih salah satu

ilo NAMA JABATAIY TAIIDA TAIYGAIT

I Ketua

2 Anggota

3. Anggota

ef,
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UODEL BA.4.I(SX
PEREIBORAITGAIT

i

RTXAPITULI\$ DI'NT'I|GIIIT PAAANGAN
CALOII PERSEORAITGAIT DAI,AT PEUILIIIAIT GI'BERITI'R DA,r WAXIL

GIIBERITI'R/BI'PATI DAIT VAIIIL BT'PATI/WALII(OTA DAX WAXIL
WALTKOTA*I DI TTITGNAT XECAilATAIT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu
bertempat di ............................, PPK telah

melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi

dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan

Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan

hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK

melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

l. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang

telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/ tidak ada*) keberatan dari pasangan

calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

PPK menerima dan melakukan pembetulan.
t]' ,ro* dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim

l]t PenshuUung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.l KWK -
Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari
PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

t

telah
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TABEI,I
IIASIL RIPAT PT,EilO RTKAPITT'LASIDUKTIITGAXPASAJSGAI{ CALOIT PERSEORAITGAIYDI TINGXAT I{ECAilATAIT

ro URAIAIT DESA...... DESA...... DESA DESA... DEsA.... DDAA...... DESA I)3t. JUMLAII
1 Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian fakhral oleh PPSI sebagairnana

tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III
angka 8 Formulir Model BA.3.2-I(WK
Perseorangan untuk setiap desa

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK

J Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK

4 Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi
syarat hasil penelitian faktual dari daftar
dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK

Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh

Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai,

dari setiap desa.

5 .Iumlah penduLuag Pemagan Celon
Perrcorengu hertl rctapltubrl duluagra
ttngtrt Lecematen yaag dlayatetea mcncauhl
ryrnt.
((No.l+No.3)- No.2)

rl
t..?
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TABELII
REtr(Aflfl'LITSI JITII..AE DI'I(I'IIGAIS PASATGAIT CALOT PERSEORAITGAT

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) ranglap, masing-masing rangkap ditandatangarri
oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampa.ikan kepada :

l. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU l(abupaten;

3. I (satu) raneakap untuk Panwas Kecamatan;

4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

rYo IYAUA JABATAIT TAITDA TAITGAIT

1 Ketua

2 Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keteran{en:
*) Pilih salah satu
*") beri tanda t{1 pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

:

I a- . jiwa

b. jiwa

c. dst. . jiwa

",

NO I(ETCAU1TAI{ XTLI'RAIIAIT/DE

SA

JT'ULITE DI'XIITGAIT

(Scbegrlnenr tcrcJttrn
pada nomor 5 thbcll
uatut rctiro Dc*l

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



oot{T'oH UoDEL BA.5-
KWI( PERSEORAITGAIT

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI

TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanegal bulan Tahun dua ribu
bertempat di .............. KPU Kabupaten Blora telah

melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi
dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati Blora atas nama:

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU

Kabupaten Blora telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud angka I , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan

calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angJ<a 2 **):

"t

l-l KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

l-t Tidat< dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon

atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat
Kabupaten.

4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model 8A.5.1 KWK -
Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di
tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



NO URAIAN KEC KEC. .... KEC. KEC.... KEC. KEC. KEC. Dst. JUMI.AH

1 Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang memenuhi syarat

berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-

KWK Perseorangan dari setiap kecamatan

2 Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang dicoret dan tidak
memenuhi syarat karena adanya keberatan
dan dilakukan pembetulan oleh KPU

Kabupaten
) Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan

dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten

4 Jumlah pendukung sebagaimana tercantum
pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model

BA.4-KWK Perseorangan dari setiap

kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan
pada masa perbaikan berupa
membubuhkan tanda tangan Pasangan

Calon Perseorangan dan materai

5 Jumlah pendukung Pasangan Calon

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
tingkat Kabupaten
((No.l+No.3) - No.2)

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN

.3r

t

.I r
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TABEL II
REKAPITULASI JUMI,AH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani
oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

l. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
3. I (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Kabupaten Blora

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 Ketua

2 Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Keterangan:
r') Pilih salah satu
**) beri tanda [{l paaa kotakyang tersedia terhadap uraian yang sesuai

'a

1 a. jiwa

jiwab.

c. dst.. jiwa

ilfirilrf,,,

4r'7

a

NO KABUPATEN JUMLAH DUKUNGAN

(Sebagaimana tercantum pa.da
nomor 5 Tabel I unhrk setiap

Kecamatanl

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



CONTOH LAUPIRAIT
UODEL BA.IIP.XITK

t
I"AUPTRAIT BERITA ACARA PEITELITIAN PERSYARATAIT AI'UINISIRASI

IX)KI'UTI| PERSYARATAIT PEI|CALONAII DAI{ PERSYARATAT CALOT DALIIU
PEUILIHAIT GI'BERITT'R DAIT WAI{IL GI'BERITI'R/BT'PATI DAN

WAITIL BI'PATI/WALIKOTA DAIV WAXIL ITALIK(yIA *I

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

i

A. Syarat Peacalonea

B. Syaratcalon

1) Nama Calon Bupati :

NO JEINS DOKIIMEI{
IIASIL PEI|ELITIAIY TEABSAEAIT

IXIXIIIEII
I(EIER
AIYGAfi

ADA TIDAT
ADA

UEUTIVI'HI
SYARAT

TIDAT
fRTEtrI'M

SYARAT
DIITCALOI{Atr

Calon dart Partat Polittk
1 Surat Keputusan tentang

Kepengurusan Partai Politik
tingkat kabupaten

Calon darl Perreora[ga!
I Model BA.5I(WK - Perseorangan
2 Model B K\[rK - Perseorangan
3 Model B. 1. KwK-Perseorangan
4 Model E}.2. KwK-Perseorangan
5 Model El.4. I(WK-Perseorangan

q

NO JEMS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA

NGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

BELUM
MEMENUHI

SYARAT
I Model BB.l KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotocprpuliaza}r
4 Dokumen yang diterbitkan

Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmarri dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan
Narkoba**)

Bebas

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah diiatuhi pidana
penjara, tidak sedang dicabut
hak pilihnya, dan tidak sedang
memiliki tanggungan utang)

d. sKcK
e. Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan

Pengadilan Niaea
dari

g. Fotocopy NP\ilP, tanda terima
penyampaian SPTPP, dan
tanda bukti tidak mempunyaijdih.kpu.go.id/jateng/blora



ri

iP

tunggakan pajak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar nama Tim Kampanye
Tingkat Provinsi, I(abupaten lKota,
Kecamatan dan Tingkat
Desa/Keluratran

7 Rekening khusus dana kampanye
vang dibuat dalam 1 (satu) bank

8 FotoupgKlP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adatrah Anggota

DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan
DPR/DPD/DPRD

b. Tanda Terima Penyerahan
Surat Pemberitahuan
Pencalonan

l1 Apabila Calon adalah Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di
daerah lain:
a- fotokopi surat pengunduran

diri
b. surat keterangan bahwa

pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses, yang ditandatangani
oleh peiabat yang berwenang

c. Surat Keputusan
Pemberhentian yang
diserahkan paling lambat I
hari sebelum penetapan
pasangan calon

t2 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

13 Apabila Calon adalah Kepala
Desa/Perangkat Desa*),
melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang
telah disampaikan kepada :

a. Bupati/Walikota melalui Camat
untuk Kepala Desa;

b. Kepala Desa untuk Perangkat
Desa

t4 Apabila Calon adalah Mantan
Narapidana:
a melampirkan bulrti

pengumuman sebagai mantan
narapidana Yang rlimsat Pa.da
surat kabar lokal/nasional dan
surat keterangan yang
menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang
berulang; ATAU

b. surat keterangan dari kepala
lembaga pemasyarakatan
bahwa yang bersangkutan telah
selesai menjalani pidana
penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum dimulainya
iadwal pendaftaran

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat {MS} atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)jdih.kpu.go.id/jateng/blora



2) Nama Calon Wakil Bupati :

NO JEMS DOKUMEN
HASIL PENELTTI.AN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA

NGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHT
SYARAT

BELUM
MEMENUHI

SYARAT
1 Model BB.1 KW.K
2 Mode1 BB.2 I(WK
3 Fotoupgljazah
4 Dokumen yang diterbitkan

Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan
Narkoba**)

Bebas

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara, tidak sedang dicabut
hak pilihnya, dan tidak sedang
memiliki tanggungan utanel

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan

Pengadilan Niaga
dari

g. Fotocopy NP\MP, tanda terima
penyampaian SPTPP, dan
tanda bukti tidak mempunyai
tunssakan paiak dari KPP

5 Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar narna Tim Kampanye
Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota,
Kecamatan dan Tingkat
Desa/Kelurahan

7 Rekening khusus dana kampanye
yans dibuat dalam 1 (satu) bank

8 Fotoopal{TP
9 Pas Foto

Apabila Calon adalah Anggota
DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan
DPR/DPD/DPRD

b. Tanda Terima Penyerahan
Surat Pemberitahuan
Pencalonan

1l Apabila Calon adalah Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri di
daeral lain:

a. fotokopi surat pengunduran
diri

b. surat keterangan bahwa
pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses, yang ditandatangani
oleh peiabat yang berwenang

c. Surat Keputusan
Pemberhentian yang
diserahkan paling lambat 1

hari sebelum penetapan
pasangan calon

12 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh,
KPU / KIP Kabupaten/ Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/ Kota,
melampirkan Surat Keputusan

i

10
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!

t

pemberhentian dari pejabat
berwenang

13 Apabila Calon adalah Kepala
Desa/Perangkat Desa*),
melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang
telah disampaikan kepada :
a. Bupati melalui Camat untuk

Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat

Desa

l4 Apabila Calon adalah Mantan
Narapidana:
a. melampirkan bukti

pengumuman sebagai mantan
narapidana yang dimuat pada
surat kabar lokal/nasional dan
surat keterangan yang
menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang
bemlang; ATAU

b. surat keterangan dari kepala
lembaga pemasyarakatan
bahwa yang bersangkutan telah
selesai menjalani pidana
penjara paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum dimulainya
iadwal pendaftaran

") pilih salah satu
**l Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

rF

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



COITTOH LIITPIRAIT
IIODEL BA.EP

PERBAIIIAIY.XWX

t
I.,AMPIRAN BERITA ACARA PENELITI.AN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DAI,AM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

A. Syarat Pencalonan

B. Syarat Calon

l) Nama Calon Bupati :

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA

NGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
Calon dari Partai Politik

1 Surat Keputusan tentang
Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannva

Calon dari Perseorangan
1 Model BA.5 Perbaikan KWK-

Perseorangan
2 Model B Perbaikan I(WK -

Perseorangan
3 Model B.1. Perbaikan KWK-

Perseorangan
4 Model 8.2. Perbaikan KWK-

Perseorangan
5 Model B.4. Perbaikan KWK-

Perseorangan

i

a
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NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA

NGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 I(WK
3 FotoapAljazah
4 Dokumen yang diterbitkan

Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan
Rohani*")

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**)

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah dijatuhi pidana
penjara, tidak sedang
dicabut hak pilihnya, dan
tidak sedang memiliki
tanggungan utangf

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima

penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan

Pengadilan Niagl
dari

g. Fotocopy NPWP, tanda
terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan

dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar nama Tim KamPanYe
Tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan
dan Tinekat Desa/ Kelurahan

7 Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat dalam 1

bank
8 FotwpgKTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota

DPD DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kePa.da PimPinan
DPD DPRD

b. Tanda Terima dari
Seknetariat DPR/DPDI DPRD

11 Apabila Calon adalah Gubernur,
Wakil Gubernur, BuPati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain:
a. fotokopi surat Pengunduran

diri
b. surat keterangan bahwa

pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses, yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang

c. Surat KePutusan
Pemberhentian yang
diserahkan pafing lambat I
hari sebelum penetapan
pasangan calon

t2 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten lKota.,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

:
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13 Apabila Calon adalah Kepala
Desa/Perangkat Desa*),
melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang
telah disampaikan kepada :

a. Bupati/Walikota melalui
Camat untuk Kepala Desa;

b. Kepala Desa untuk Perangkat
Desa

1,4 Apabila Calon adalah Mantan
Narapidana:
a. melampirkan bukti

pengumuman sebagai
mantan narapidana ya-rtg
dimuat pada surat kabar
lokal/nasional dan surat
keterangan yang
menyatakan bahwa calon
yang bersangkutan bukan
sebagai pelaku kejahatan
yang berulane; ATAU

b. surat keterangan dari
kepala lembaga
pemasyarakatan bahwa
yang bersangkutan telah
selesai menjalani pidana
penjara paling singkat 5
(lima) tahun sebelum
dimulainya jadwal
pendaftaran

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Bupati :

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN KETERA

NGANADA TIDAK
ADA

MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
I Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotoopaliazah
4 Dokumen yang diterbitkan

Instansi l,ain. antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan
Rohani**)

b. Surat Keterangan Bebas
Narkoba**)

c. Surat Keterangan dari
Pengadilan Negeri (tidak
pernah diiatuhi pidana
penjara, tidak sedang
dicabut hak pilihnya, dan
tidak sedang memiliki
tanggungan utang)

d. SKCK
e. Surat Tanda Terima

penverahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan

Pengadilan Niaea
dari

E. Fotocopy NPWP, tanda
terima penyampaian SPTPP,
dan tanda bukti tidak
mempunyai tunggakan
paiak dari KPP

5 Naskah Visi, Misi, dan Program

6 Daftar nama Tim Kampanye
Tingkat Provinsi,
I(abupaten/Kota, Kecamatan
dan Tingkat Desa/ Kelurahanjdih.kpu.go.id/jateng/blora



7 Rekening khusus dana
kampanye yang dibuat dalam I
(satu) bank

8 FotocopuKTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota

DPR/DPD/DPRD:
a. Surat pemberitahuan

pencalonan kepada Pimpinan
DPR/DPD/DPRD

b. Tanda Terima dari
Sekretariat DPR/ DPD / DPRD

11 Apabila Calon arlalah Gubernur,
Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil
Walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain:
a. fotokopi surat pengunduran

diri
b. surat keterangan bahwa

pengunduran diri telah
diterima dan sedang dalam
proses, yang ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang

c. Surat Keputusan
Pemberhentian yang
diserahkan paling lambat I
hari sebelum penetapan
pasangan calon

t2 Apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten lKota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten lKota.,
melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat
berwenang

13 Apabila Calon adalah Kepala
Desa/Perangkat Desa*),
melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang
telah disampaikan kepada :

a. Bupati/Walikota melalui
Camat untuk Kepala Desa;

b. Kepala Desa untuk Perangkat
Desa

t4 Apabila Calon adalah Mantan
Narapidana:
a. melampirkan bukti

pengumuman sebagai
mantan narapidana yang
dimuat pada surat kabar
lokal/nasional dan surat
keterangan yang menyatakan
bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang
berulang; ATAU

b. surat keterangan dari kepala
lembaga pemasyarakatan
bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani
pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun sebelum
dimulainya jadwal
pendaftaran

*) pilih salah satu
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

?

,
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CONTOH I"ATPIRAN UODEL
TT.I.KWI(

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

l. Identitas Calon Bupati:
Nama
Alamat
Nomo/Telp

2. ldentitas Calon Wakil Bupati :

Nama
Alamat
Nomo/Telp

3. Waktu Penyeratran Dokumen Pendaftarart
Hari
Tanggal
Waktu

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/ Gabungan Partai Politikl

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

tiI (r,,
o

m
1

2

3

t

NO PARTN
POLITIK

ALAMAT I{ANTOR
PIMPINAN

NOMOR
TELEPON
KANTOR

PIMPINAN

NOMOR KEPUTUSAN PIMPTNAN
TINOKAT PUSAT DAN/ATAU

KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT
PROVINSI TENTANG

KEPENGURUSAN

TANGGAL KEPUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT PUSAT

DAN/ATAU KEPUTUSAN
PIMPINAN TINGI(AT PROVINSI
TENTANG KEPENGT-IRT'SAN

NOMORKEPUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT

PUSAT TENTANG
PERSETUJUAN

PASANGAN CALON

TANGGAL KEPUTUSAN
PIMPINAN TINGKAT

PUSAT TENTANG
PERSETUJUAN

PASANGA.N CALON
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4

5

A. SYARAT PENCALONAN

1

Model B. KWK-Parpol2
3
4 Model8.3 KWK-Parpol
5
6

1

2 Model B I :WK - Perseorangan
3
4 8.2.
5

(*.l

a

f
u.

I

NO JENIS DOKUMEN
DOKUMEN KET

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
CALON DARI PARTAI POLITIK

Model B.2 KWK-Parpol

Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai
Politik sesuai tinskatannva

CALON DARI PERSEORANGAN
Model BA.S-KWK Perseoranpan

Model B. 1. KwK-Perseoransan

Model 1.4. KwK-Perseoransan
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B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
I Model BB.1 KWK
) Model BB.2 KWK
J Fotocopuljaaah
4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana per{ara, tidak

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d. SKCK
e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan paiak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa/Kelurahan
7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
8 FotocopgKTP
9 Pas Foto
10. Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:

a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPRIDPD/DPRD
b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan

ll Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
Wakil Walikotayang mencalonkan diri di daerah lain:
a. fotokopi surat pengunduran diri
b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat t hari sebelum

penetapan pasangan calon
12, Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten f Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten /Kota, melampirkan Surat Keputusan
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pemberhentian dari pejabat berwenang
13. Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat

pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :

a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa

14. Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:
a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada

surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU

b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
dimulainva iadwal pendaftaran

i) pilih satah satu
ii) DokuE.n akan diocraht<ah oleh Rumah Sakit Petaerinta}t yang dituDjuk oleh I(ru Kabupaten dan hasilnya adalah berupa Me&enuhi
Syarat (MS) atau Tida.k Mcmcnuhi Syarat lTlds)

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KEIERANGAN

ADA TIDAK ADA
I Model BB.l I(WK
') Model BB.2 KWK
5 Fotocopuliazah
4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah d{jatuhi pidana penjara, tidak

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utarlg)
d. SKCK
e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NP\f,/P, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa/Kelurahan

.a
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7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
8. FotoapaKTP
9 Pas Foto
l0 Apabila Calon adalah Angqota DPR/DPD/DPRD:

a. Surat pemberitahuan pencalonan kepa.da Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan

I l. Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
Wakil Walikotayang mencalonkan diri di daerah lain:
a. fotokopi surat pengunduran diri
b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat t hari sebelum

penetapan pasangan calon
12. Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten lKota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten lKota., melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang

Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :

a. Bupati/Walikote melalui Camat untuk Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa

t4. Apabila Calon adalah Mantan Narapidana
a. melamptkan bukti pengumum"r, ss$agai mantan narapidana yang dimuat pada

surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU

b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana peqiara paling singkat 5 [ima) tahun sebelum
dimulainya jadwal pendaftaran

r) pilih salah .atut') Dokumcn alan diE.rahLan oleh Ru4ah Sakit Pemcrintah yanA dituaju* oleh NPU l(abupatfi &n haoilnya adalah berupa Medrenuhi
Syarat (Mg) atau Tidak M.Ecaluhi Svarat tTMS)

Keterangan :
*) pilih salah satu

4 I

13.
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CONTOH LIIUPIRAIT
UODEL TT.2.I(WI(

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

l. Identitas Calon Bupati:
Nama
Alamat
Nomo/Telp

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama
Alamat
Nomo/Telp

3. Waktu Penyeratran Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal
Waktu

A. SYARAT PENCAI.ONAN

NO JENIS DOKUMEN
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN KET

ADA TIDAKADA MEMENUHI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT

CALON DARI PARTAI POLITIK
I Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai

Politik sesuai tingkatannya
CALON DARI PERSEORANGAN

1 Model BA. S-KWK Perseorangan
2 Model B I(WK - Perseorangan
3 Model B. 1. I(WK-Perseorangan
4 Model 8.2. KwK-Perseorangan
5 Model E}.4. I(WK-Perseorangan

f, ,'l
t

I
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B. SYARAT CALON

I. CALON BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 KWK
3 Fotocoplt Iiazah
4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara,

tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memi[ki utang)
d. sKcK
e. Surat Tanda Terima LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa/Kelurahan
7 Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalqm ! lsq bank
8 FotocopyKTP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD

a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPDIDPRD-
b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan

11 Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
Wakit Walikotayang mencalonkan diri di daerah lain:
a. fotokopi surat pengunduran diri
b, surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,

ditanda oleh t
c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat I hari sebelum

penetapan pasangan calon
L2 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang

13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :

a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa

a a
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t4 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana
a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidanayang dimuat pada

surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU

b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
dimulainva iadwal pendaftaran

') pith ..lah .atu
.i) Dokuttten akan discrahkan otch RuElah Sakit P@crintah yarg ditunju.k oleh NPU kabupatcfl dqn hastlnya adalsh berupa Mctuenulti
Syorat (MSl atau Tidak Mcmcnuhi Syarat nMSl

2, CALON WAKIL BUPATI :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

KETERANGAN

ADA TIDAK ADA
1 Model BB.1 KWK
2 Model BB.2 I(WK
3 Fotocoptt ljazah
4 Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :

a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)
b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)
c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak

sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
d. SKCK
e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
g. Fotocopy NP\MP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari KPP
5 Naskah Visi, Misi, dan Program
6 Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat

Desa/Kelurahan
7 Rekenine khusus dana kampanye vans dibuat dalam 1 (satu) bank
8 Fotocrrpul{lP
9 Pas Foto
10 Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD

a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD
b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan

11

a

Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau
Wakil Walikotayang mencalonkan diri di daerah lain:
a. fotokopi surat pengunduran diri
b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang defam proses,

Ia
,
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yang ditandatangani oleh pejabat yang benrrenang
c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat I hari sebelum

penetapan pasangan calon

t2 Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP l(abupaten /Rota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupa.ten /Kota., melampirkan Surat Keputusan
pemberhentian dari pejabat berwenang

13 Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat
pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :

a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;
b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa

t4 Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:
a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidanayang dimuat pada

surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU

b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum

_dtqU!{pfe jadwal pendaftaran
*) pilih salah satu
*r) Dokurnco akaa diecrah&an olch RuEah Saldt Pe@criutah yang dltunjul otch KPU kabupetcn dan hasilnya adalah bcrupa Mcacnulri
$yerat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMSJ

Keterangan:
*) pilih salah satu

SEKRE

KETUA KONfiSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ARIFIN
ttd

salinan sesuai dengan aslinya
PEMILIHAN UMUM
BLORA

Hukum

a
lr

)
,

SEKRETARIAT

f

T
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